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Abstract. Religious Courts in Indonesia have unique, complex and interesting aspects, reflecting the diversity of 
religions and cultures in society. This uniqueness includes the legal basis, the role of religious courts in resolving 
religion-based conflicts, as well as the various challenges faced in ensuring justice. Religious Courts also present 
unique and interesting dynamics in the state justice system. The uniqueness of Religious Courts lies in the 
harmonization of religious law and national positive law, creating a unique and often complex legal framework. 
This article aims to describe and analyze the unique aspects of religious justice in Indonesia. With a deeper 
understanding of these challenges, efforts can be directed towards improving and developing the religious justice 
system so that it remains relevant and effective in handling legal conflicts related to religious aspects in 
Indonesian society. This research examines the implementation of unique aspects in the religious justice system 
in Indonesia. The religious justice system in Indonesia has unique characteristics that reflect various cultural, 
religious and social dimensions in a country with a diverse population. As a country with a majority Muslim 
population, religious courts play an important role in enforcing family and marriage laws based on Islamic law. 
This study underlines the importance of understanding the unique aspects of religious justice in Indonesia in the 
context of a legal state based on the supremacy of law. Ensuring a balance between local values, religion, and 
national positive law is a complex task, but essential to achieving justice in Indonesia’s rapidly evolving religious 
justice system. 
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Abstrak. Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai aspek yang unik, kompleks dan menarik, yang 
mencerminkan keberagaman agama dan budaya yang ada di masyarakat. Keunikan tersebut meliputi landasan 
hukum, peran pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik berbasis agama, serta berbagai tantangan yang 
dihadapi dalam menjamin keadilan. Peradilan Agama juga menghadirkan dinamika yang unik dan menarik dalam 
sistem peradilan negara. Keunikan Peradilan Agama terletak pada harmonisasi hukum agama dan hukum positif 
nasional, sehingga menciptakan kerangka hukum yang unik dan seringkali rumit. Artikel ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis aspek unik keadilan agama di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih 
mendalam terhadap tantangan-tantangan tersebut, maka upaya dapat diarahkan pada perbaikan dan 
pengembangan sistem peradilan agama agar tetap relevan dan efektif dalam menangani konflik hukum terkait 
aspek agama dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini mengkaji implementasi aspek-aspek unik dalam sistem 
peradilan agama di Indonesia. Sistem peradilan agama di Indonesia memiliki karakteristik unik yang 
mencerminkan berbagai dimensi budaya, agama, dan sosial di negara dengan jumlah penduduk yang beragam. 
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pengadilan agama mempunyai peranan penting 
dalam menegakkan hukum keluarga dan perkawinan berdasarkan hukum Islam. Kajian ini menggarisbawahi 
pentingnya memahami aspek unik keadilan agama di Indonesia dalam konteks negara hukum berdasarkan 
supremasi hukum. Memastikan keseimbangan antara nilai-nilai lokal, agama, dan hukum positif nasional 
merupakan tugas yang kompleks, namun penting untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan agama yang 
berkembang pesat di Indonesia. 
 
Kata Kunci: Aspek Unik;, Implementasi; Keadilan Agama; Sistem yang legal 
 
1. PENDAHULUAN  

      Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki aspek 

keunikan tersendiri dalam sistem peradilan negara. Keunikan ini melibatkan berbagai aspek, 

mulai dari landasan hukum, prosedur peradilan, hingga norma-norma yang mengatur 

kehidupan beragama masyarakat. Dalam konteks ini, analisis implementasi aspek keunikan 
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dalam peradilan agama menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem hukum ini 

berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah keragaman agama dan budaya 

Indonesia. 

      Indonesia sebagai negara dengan beragam agama dan kepercayaan memiliki sistem 

peradilan agama yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun demikian, 

negara ini juga mengakui beragam agama lainnya dan melindungi hak-hak beragama 

warganya. Implementasi aspek keunikan dalam peradilan agama mencakup beberapa hal yang 

perlu diperhatikan. landasan hukum peradilan agama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

      Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek peradilan agama, termasuk pembentukan 

Pengadilan Agama, wewenang, dan tugas hakim agama. Keunikan dalam hal ini adalah bahwa 

peradilan agama beroperasi sejalan dengan peradilan umum, sehingga menciptakan harmoni 

antara hukum agama dan hukum positif. peradilan agama juga memiliki peran yang penting 

dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, 

dan masalah-masalah keperdataan  lainnya. Hal ini mencerminkan peran signifikan agama 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.  

         Namun, implementasi aspek keunikan ini juga menimbulkan berbagai perdebatan terkait 

keterbatasan dan pemisahan antara agama dan negara. Kemudian, aspek keunikan dalam 

peradilan agama di Indonesia juga mencakup upaya-upaya untuk menggabungkan norma-

norma hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Hal ini menciptakan tantangan 

dalam menentukan bagaimana hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara adil 

dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia yang beragam. 

        Tujuan dari analisis implementasi aspek keunikan dalam peradilan agama di Indonesia 

menjadi relevan untuk memahami bagaimana sistem hukum ini berkontribusi dalam menjaga 

kedamaian, keadilan, dan keberagaman dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih 

dalam tentang peran peradilan agama, kita dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan yang 

muncul dan mencari solusi yang sesuai untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan 

efektif dalam menyelesaikan konflik-konflik hukum yang muncul dalam masyarakat Indonesia 

yang multikultural. 

 

2. METODE PENELITIAN 

          Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi 

aspek keunikan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk mendalam dalam memahami konteks sosial, budaya, dan hukum yang berkaitan 
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dengan peradilan agama. Sumber data diperoleh melalui analisis dokumen hukum terkait 

peradilan agama, termasuk putusan pengadilan dan undang-undang terkait dan studi literatur 

tentang hukum keluarga, pernikahan, dan hukum Islam di IndonIndonesi 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bagaimana tantangan dan problematika dalam menjaga keseimbangan antara 

hukum agama dan hak-hak individu yang beragama lainnya dalam sistem peradilan 

agama? 

        Sistem peradilan agama merupakan komponen penting dalam hukum di berbagai negara, 

terutama di mana agama memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Namun, 

menjaga keseimbangan antara hukum agama dan hak-hak individu yang beragama lainnya 

dalam sistem peradilan agama sering kali menjadi faktor yang kompleks dan penuh dengan 

tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara hukum agama dan hukum sipil 

atau konstitusi negara. Hukum agama seringkali memiliki aturan yang berbeda atau 

bertentangan dengan hukum sipil, yang dapat menghasilkan situasi yang sulit dihadapi oleh 

individu yang berada di antara kedua sistem ini. Contohnya, dalam kasus perceraian, hukum 

agama dapat mengikat individu pada hukum keluarga agama tertentu, sementara hukum sipil 

mungkin memiliki aturan yang berbeda. Ini bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum dan 

konflik yang merugikan individu. 

        Tidak hanya itu, terdapat pula interpretasi hukum agama menjadi problematika penting. 

Hukum agama sering kali terbuka terhadap berbagai interpretasi oleh otoritas agama atau 

cendekiawan. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan dalam pemahaman tentang apa yang 

dianggap sebagai hukum agama yang sah. Hal ini, dapat menyulitkan sistem peradilan agama 

dalam menjalankan tugasnya dengan konsisten. Kemudian, ada pula Diskriminasi terhadap 

individu yang beragama lain atau non-penganut agama mayoritas juga merupakan tantangan 

serius yang mempengaruhi integritas sistem peradilan agama. . Beberapa sistem peradilan 

agama cenderung mendukung penganut agama mayoritas, sehingga mengakibatkan terjadinya 

diskriminasi individu yang beragama lain atau non-penganut agama mayoritas. Ini melanggar 

prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak asasi manusia.  

          Perlindungan hak asasi manusia adalah aspek kritis dalam menjaga keseimbangan ini. 

Hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama, perlu dijamin dalam sistem peradilan agama. 

Tantangan seringkali muncul ketika hukum agama dipahami atau diterapkan dengan cara yang 

melanggar hak-hak tersebut. Mencapai keselarasan antara hukum agama dan hak asasi manusia 

adalah hal yang tidak mudah  dan memerlukan upaya yang berkelanjutan. Keharmonisan dalam 
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masyarakat juga harus dijaga. Ketidakseimbangan dalam sistem peradilan agama bisa merusak 

harmoni antar kelompok agama dan keyakinan. Ini dapat memicu konflik sosial dan politik 

yang merugikan stabilitas masyarakat. 

           Dalam mengatasi tantangan ini, dialog antara berbagai kelompok agama dan pemangku 

kepentingan menjadi kunci. Reformasi hukum yang hati-hati juga perlu dipertimbangkan untuk 

memastikan bahwa sistem peradilan agama mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan 

kesetaraan. Selain itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat membantu memastikan 

bahwa hak-hak individu yang beragama lainnya dihormati dalam sistem peradilan agama. Oleh 

karena itu, menjaga keseimbangan antara hukum agama dan hak-hak individu yang beragama 

lainnya dalam sistem peradilan agama adalah tantangan kompleks yang memerlukan perhatian 

serius. Upaya untuk mencapai keseimbangan ini harus mempertimbangkan konflik hukum, 

interpretasi hukum agama, diskriminasi, perlindungan hak asasi manusia, dan keharmonisan 

dalam masyarakat. Dengan dialog, reformasi hukum, dan pendekatan yang berfokus pada hak 

asasi manusia, mungkin kita dapat memperbaiki sistem peradilan agama untuk mencapai 

keseimbangan yang lebih baik di masa depan. 

1. Apa dampak dari implementasi aspek keunikan di peradilan agama, apakah sudah 

konsisten?  

     Implementasi aspek keunikan di peradilan agama di Indonesia dapat memiliki beberapa 

dampak, dan konsistensinya bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Beberapa dampak 

yang mungkin timbul dari keunikan ini termasuk:  

1. Kepentingan Budaya dan Agama 

    Keunikan ini dapat memastikan bahwa peradilan agama di Indonesia mempertimbangkan 

nilai-nilai budaya dan agama yang kuat dalam proses pengadilan. Ini dapat memberikan 

keadilan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Kepentingan Budaya dan 

Agama dalam implementasi aspek keunikan peradilan agama juga mengacu pada upaya 

menjaga dan menghormati nilai-nilai, norma-norma, serta keyakinan agama yang ada dalam 

masyarakat Indonesia. Peradilan agama dapat mengakui nilai-nilai budaya yang kuat dalam 

masyarakat Indonesia. Ini berarti memahami bahwa hukum agama harus mencerminkan 

budaya dan identitas lokal, sehingga keputusan yang diambil dalam peradilan dapat lebih 

diterima oleh masyarakat. Indonesia memiliki beragam agama yang dianut oleh warganya. 

Dalam implementasi aspek keunikan, peradilan agama harus memastikan bahwa hak-hak 

beragama dan praktik-praktik agama dihormati dan dilindungi. Ini termasuk dalam hal 

pernikahan, perceraian, warisan, dan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan 

keyakinan agama. Selain itu, kepentingan budaya juga mencakup penyesuaian hukum agama 
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terhadap praktik-praktik budaya lokal yang mungkin berbeda di berbagai wilayah Indonesia. 

Ini dapat memungkinkan peradilan agama untuk memberikan keadilan yang lebih relevan 

dengan kondisi setempat. 

4. Kepentingan Lokal 

    Keunikan ini juga dapat memungkinkan peradilan agama untuk mengakomodasi perbedaan-

perbedaan hukum dan praktik-praktik lokal di berbagai daerah di Indonesia. Namun, 

konsistensi implementasi aspek keunikan dalam peradilan agama bisa menjadi isu. Beberapa 

faktor yang dapat memengaruhi konsistensinya meliputi perbedaan pendekatan antara hakim, 

faktor-faktor non-hukum seperti tekanan sosial atau politik, dan perubahan kebijakan hukum 

dari waktu ke waktu. Peradilan agama di Indonesia juga terikat pada konstitusi negara, yang 

menjamin prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, implementasi 

keunikan harus sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Kepentingan lokal dalam implementasi 

aspek keunikan peradilan agama di Indonesia juga mengacu pada upaya memahami, 

menghormati, dan mengakomodasi perbedaan-perbedaan budaya, adat istiadat, serta praktik-

praktik hukum yang berbeda di berbagai daerah atau komunitas di Indonesia. Indonesia adalah 

negara yang luas dengan beragam budaya dan tradisi lokal. Kepentingan lokal dalam peradilan 

agama berarti mempertimbangkan bahwa apa yang dianggap sebagai norma atau praktik 

hukum di satu daerah mungkin berbeda dari daerah lain. Ini dapat mencakup masalah 

pernikahan, perceraian, warisan, atau konflik yang berkaitan dengan hukum agama. Peradilan 

agama dapat mengakui adat istiadat setempat dalam penyelesaian kasus. Ini dapat mencakup 

pemahaman tentang bagaimana masyarakat setempat melihat perkawinan, keturunan, atau hak-

hak hukum lainnya. Penting juga untuk memastikan bahwa warga setempat memiliki akses 

yang mudah ke peradilan agama dan pemahaman yang baik tentang proses hukum agama. Ini 

dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses peradilan. Pentingnya kepentingan lokal adalah 

untuk menjaga keadilan yang relevan dengan konteks lokal, sehingga keputusan hukum yang 

dihasilkan lebih diterima oleh maLakat setempat. Namun, juga penting untuk mengingat bahwa 

dalam upaya mengakomodasi perbedaan-perbedaan ini, prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak 

asasi manusia tidak boleh diabaikan atau dilanggar. 

4. PENUTUP 

KESIMPULAN  

       Sistem peradilan agama merupakan komponen penting dalam hukum di berbagai 

negara, terutama di mana agama memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan 

masyarakat. Namun, menjaga keseimbangan antara hukum agama dan hak-hak individu yang 

beragama lainnya dalam sistem peradilan agama sering kali menjadi faktor yang kompleks dan 
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penuh dengan tantangan. Hukum agama sering kali terbuka terhadap berbagai interpretasi oleh 

otoritas agama atau cendekiawan. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan dalam pemahaman 

tentang apa yang dianggap sebagai hukum agama yang sah. Kemudian, ada pula Diskriminasi 

terhadap individu yang beragama lain atau non-penganut agama mayoritas juga merupakan 

tantangan serius yang mempengaruhi integritas sistem peradilan agama. 
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